
WALT KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DABRAII KOTA BALIKPAPAN

NOMOR     6      TAHUN2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAII DAERAII TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang         :   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal   19  ayat  (3)
Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional,   Pasal   264   ayat   (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Pasal  15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun   2008   tentang   Tahapan,   Tata   Cara   Penyusunan,
Pengendalian      dan       Evaluasi       Pelaksanaan       Rencana
Pembangunan  Daerah,  perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah
tentang  Rencana  Pembangunan  Jan8ka  Menengah  Daerah
Talun 2025-2029 ;

Menrfugat           :    1.     Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang    Nomor    27    Tahun     1959     tentang
Penetapan  Undang-Undang  Darurat  No.  3  Tchun  1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalinantan   (Lembaran   Negara   Tahun    1953   No.   9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun  1959
Nomor  72,  Tamhahan  Lembaran  Negara  Nomor  1820)
sebagailnana telah beberapa kali diubah teralchir dengan
Undang-Undang     Nomor     8     Tahun     1965     tentang
Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  Tanah  Laut,   Daerah
Tingkat 11  Tapin dan  Derah Tingkat 11 Tabalong dengan
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Mengrfeah Undang-Undang No. 27 Tahun  1959, tentang-
Penetapan  Undang-Undang Darurat-No.  3 -Tahun  1953,r
tentang  Pemb_entukan  Daerah  Ting#cat 11  di Kalimantan

(Lembaran  Negara  Tahun  1965  from-or  -5-1,  Taribinan
Le-mbaran Negara Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor `25  Tahun  2004  tentang-Sistem
ieren5anaan Pembangunan Nasional  (I.embaran `Negar;
-Repu`blik Indonesia Tahun 2004  Nomor  104.,  Tambahan-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)i-     _
Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang-~
Pemerintahan    Daerah    (Ifembaran    Negara    Republik
Indonesia Talun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran'
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagainaha~

-`telah  beberapa  kali  diubah  teralrfu.  dengan  Und`ang-~

Undang   Nomor   6   Tahun  -2023   tentang   Penetapan
Peraturan Pemerintah -Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  tentang  CiptaL` Keba  Menjadi  Undang-
Undang  (Ifembaran  Negara  Bepublik  I_ndonesia  Tahui
2023  Nomor  41,  Taj±bahan  Lembaran  Negara Repub_Hk
Indonesia Nomor_ 6856) ;

-5..     P€raturan  Pemerintah  Nomor  .8  Tahun  2008  teutang    _

Tahapan,   Tata   Cara-  Penyusunan,   Pengendalian-  dan
Evaluasi  Pe|aksanaan  R~encana  Pen.bangunan  Daerin

(Lembarari Negara RepubEk Indonesia Tahun- 2008NQmor
21,I  Tambahan   Lembaian   Negara   Republik-Ind.on_e.sia
Nomor4817);

Dengan Persetujuan -Bersama
D-EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KOTA BALIKPAPAN

dan
WALI KOTA BAlilKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Men€tapkan        :   PERATURAN            DAERAH           TENTANG           RENCANA

PEMBANGUNAN   JANGKA   MENENCIAII   DAERAII   TAHUN

2025-2029.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud depgan:
1.`  Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.   Wali Kota adalah Wall Ko fa Bafilapapan.
3±   Pemerintah   Daerah   adalah   Wali   Kota   sebagai   uns~ur   peflyelenggara

pemerintahan daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

4.   Peran8kat   Daerah   adalah   unsur   pembantu   Wall   Kota   dan   Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.
5.   Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik un.tuk pemanfaatan

sumber  daya yang dimjliki  daerah  untuk penin8lratan  dam pemerataan

pendapatan    masyarakat,     kesempatan    keria,    -1apangan-    berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pub-iik dan daya saing daerah
sesual dengan urusan pemerintahan yang -merijadi kewenangannya.

6.   Rencana   Pembangunan   Jangha   Menengari   Daerah   yang   sel-anjutnya
disingfat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk perio-de 5

(lima) tahun terhitung sejak Tahun_ 2025 sampai dengan Tahun 2029.   `
7.  `Rencana  Strategis  Peran8kat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut Renstra

Per-an8kat Daerah adalah dokumen peren-canaan Peran8kat Daerah untuk

period_e 5 (lima) tahun.
8.   R-enc-ana  Kelja  Pemerintah   Daerah  yang  selanjutnya  digth9lrat  RKPD

adalah dokumen perencanaan aaerah untuk periode i (satu) tahun.

BAB 11

RPJMD TAIIUN 2025-2029

Pasal 2 -
(1)  RP_FMD merupakan penjabaran dari visi, -nisi, dan program Wali riota yang

inemu-at tujuan, sasaran, strategi, arah kehijakan, Pembangunan Daerah
dan  keuangan  Daerah,   serta  program  Perangkat  Daerah  dan  lintas
Perangkat  D-aerah -yang  disertal  dengin--keran8ka  pendanaan  bersifat
indikatif  un-tuk  jan8ka  waktu   5   (lima)~  tahnn  yang  disusun  dengan
berpedoman pada rencana pembangunan jan9ka panjang Daerah, rencana
tata   ruang   wilayah   dan ~renc-ira   pembangungan  jangha   menengah
nasiofial.
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`(2)  RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pedoman dalam:

a. peny-usunan_ Renstra Peran8kat Daerah;
b. penyusunan RKPD; dan
c. pepgendalian dan evaluasi pelaksanaan BPJMD.

Pasal 3

( 1)  RPJMD sebagain-ana dimaksud dalam -iasal 2 disusun dengan sistematika
sebagal berikut:
a.    BABI         :    Pendahuluan;
b.   BAB II       :    Gambaran umum Daerah;
c..    BAB Ill      `:    Vie-i, Misi, dan program ELoritas pembangunan Daerah;
d.    BAB IV      :    Program perangkat Daerah dan Kinelja penyelenggaraan

Pemerintah Daerah; -dan
e'.    BABV        :    Penutup.

{2)  Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada a-yat (1) teroantum dalam
Lanpiran  yang  merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   d_ari   Peraturar±
Daerah ini.

Pasal 4

rl-)- Pelaksanaan  program  RPJMD  oleh  Perangkat  Daerah  dijabarkan  dalaln
Renstra Perangkat D_aerah.

(2)  Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dinaksLd_ pada
ayat    (1),    Perangkat   Daerah    melaku_kan    kooordinasi,    sinergi,    dan
harlnonisasi   dengan   Perangkat   Daerah   yang   me-1aksanafan   uru§~an

pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)  Wa]i  Kota melalui Kepala Peran8kat  Daerah yang melaksanakan urusan-~` ~
pemerintahan   di   bidang   perencanaan   melakukan   pengendalian   dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2)  Evaluasi    sebagainana   dincksud    pada   ayat    (1_}    dilakukafi    untuk

memastikan bahwa visi,  nisi,  injuan- dan sasaran pembangunan jangka     ---
menengah  Daerah  dapat dicapai untuk  mewujudkan visi  pembangunan
jan8]ra panjang Daerah.

(3)  Tata  cara  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  RPJMD  sebalgaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketenfuan perafuran
perundang-undangan.
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Pasal 6
(-1_)`` Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.   hasil -pengendalian    dan    evaluasi    menunjukkan    bahwa    proses

p_erumusan  tidak sesuai  dengan  tahapan  dan  inta cara penyusuriaL
•-  rencana  Pembanguhan  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan;
b.   hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi_ yang

dirumuskan,  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundan`g--
undangan; dan

c.   teljadi perubahan yang mendasar.

(2)  Dalam ran8ha efektivitas, perubahan RfuMD-sebaaaimana dimcksud pada
ayat  '(1)  buruf a dan huruf b  tidak dapat dilakulran  apabfla  sisa nasa
berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

{3) .Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat in huru~f c,
mencakup ten.adinya:
a. bencana alam;
b. goncangan politik_;

c. krisis ekonomi;
d. konflik '§osial budaya;
e. .gangguan keamanan;
f.  pemekaran Daerah; afau

9. perubahan kebijakan nasional.
(3)  Peru-bahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomarl  ~

RKPD dan perubahan Rens`tra Peran9kat Daerah.

(4)  Perubahan   RPJMD   sebagaimana  -dimak'sud` paaa  ayat  (1)   ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB Ill

RTENTudr pENUTup

Pasal 7
Pada  saat  Peraturan  Daerah  ini  mulal  berlaku,   Peraturan  Daerah  Kota
Bali]apapan  Nomor  6  Tahun  202-1-  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah-Daerah  Tahun  2021-2026   (I+embaran  Daerah  Kota  Balikpapan
Tahun 202`1  Nomor 6, Tambahan I.embaran Daerah KQta Balikpapan Nomor
60) , dicabut dan din_yatalran _fidak t5erlaku.
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balilapapan

pada tanggal  20 Agustus  2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD

Diundan8kan di Balikpapan

pada tanggal  20 Agustus  2025
SEKRETARIS DAERAII KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR  6 .

NOREG  PERATURAN  DAERAH  KOTA  BALIKPAPAN,  PROVINSI  RALIMANTAN

TIMUR: (64.71/32/6/2025)

Salinan sesual dengan aslinya

\..`                      `.                                   ``



-1--

pENUELAsin
AT-AS

PERATURAN DAERAII KOTA BALIKPAPAN

NOMOR      6     TAHUN2025

TENTANG  -
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH_DAERAH TAHUN 2025-2029

I.         UMUM

Eel.dasarkan  Undang-Undang  Nomor  2.5   tahun -`2004   tentang
.Sistem   Perencanaan   Pembangunan   Nasional   dan   Undang-uridang_
Nomoi  23  Tahun  20L14  tentang  Perfuerintahan  Daerah,  maka-setiap
daerah  diwajibkan  menyusun  renc_ana  pembangunan  di-  -daerahnya
un-tuk   kurun   waktu   5   tahun   ke   depan   yang   disebu.t   Rencana
Pembangunan     Jan8ka-     Menengah     Daerah--   (RIUMD).     Dokumen

perencanaan  ini  dtharapkan  akan  mengarghkan  setiaa  daerah  untuk
dapat mencapai -tujuan dibentulmya d_aerah dan diberikafinya otonomi
daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 20-14. Dengan demikian RPJMD merupakan penjabaran~dari
tujqan dibentuknya Pemerintahan Daerah, dalan bent-uk visi, nisi dan
arah   pembangunan   untuk  nasa   5   (lima)   tahun   ke   depan  yang
mencakup furun waktu mulal Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah

_(RPJMD)   Tahun   2025-'2029   dilakukan   secara  -partisipatif   dengan
melibatlran   seluruh   pemanglru   kepentingan   pembangu-nan,   s;ft=
mengacu pada ketentuan peraturan perundar}g-undangan.

11.        PASAI' DENT PASAL
-    Pasall

Cukupjelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukupje|as.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal- 5

Cukup jelas.
Pasal 6

6ukupjela_s.



Pasal 7
Cukupjelas.

Pasal 8
Cukupjelas.
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_  . 'TAMBAHAN LEMBARAN DAERAII KOTA BALIKPAPAN NOMOR 8±


